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SAMBUTAN DIREKTUR
THE WAHID INSTITUTE

LAPORAN AKHIR TAHUN KEBEBASAN BERAGAMA/
BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2014
“UTANG” WARISAN PEMERINTAH BARU

Sejak 2008, the Wahid Institute mengeluarkan hasil pemantauan kami mengenai situasi
kebebasan beragama di Indonesia dalam bentuk laporan kepada publik. Setelah tujuh tahun
berjalan, Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (LKBB) ini telah menjadi salah satu barometer
penting dalam mengukur tingkat toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia.

LKBB ini kamimaksudkan sebagaisebuah masukan atau rekomendasi bagi pemerintah, parlemen
dan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah guna memperteguh komitmen
mereka terhadap masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan. Utamanya dalam mengevaluasi
regulasi maupun respon pemerintah selama ini, juga sebagai basis data dalam menyusun rencana
dan program kerja ke depan. Laporan ini juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil,
seperti organisasi keagamaan, NGO, maupun akademisi yang menekuni isu-isu ini.

Kalau pada tahun-tahun awal kami lebih fokus melaporkan temuan-temuan terkait pelanggaran
kebebasan beragama/berkeyakinan, intoleransi dan diskriminasi, maka beberapa tahun belakangan
ini kami juga melaporkan sejumlah praktek baik dan kemajuan dalam jaminan kebebasan beragama
dan praktek toleransi. Hal ini perlu kamilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih berimbang
mengenai dinamika kehidupan keagamaan di tanah air. Temuan-temuan tersebut kami himpun
melalui pemberitaan media (cetak dan elektronik), focus group discussion di beberapa daerah maupun
laporan dari jaringan WI di berbagai daerah. Tahun ini kami memulai pengembangan mekanisme
pengumpulan data berbasis alat telekomunikasi, yaitu melalui program M-Pantau (Mobile Pantau),
yaitu media pengaduan dari masyarakat melalui SMS dengan nomor hotline khusus.

Pada tahun ini kami menemukan peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB dan intoleransi terjadi di
18 wilayah yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa
Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD), Sumatra Barat, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur
(NTT), Kepulauan Riau dan Papua. Meski demikian, kami tidak bisa menyimpulkan bahwa peristiwa-
peristiwa pelanggaran KBB dan intoleransi hanya terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Keterbatasan
jaringan yang kami miliki dan coverage media mengakibatkan wilayah-wilayah lain belum bisa kami
pantau secara maksimal.

Dalam laporan ini kami menemukan adanya penurunan jumlah peristiwa pelanggaran KBB
dan intoleransi bila dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya. Bahkan penurunan ini seakan
melanjutkan trend penurunan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, kami menyimpulkan
penurunan pada tahun ini disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, momentum Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 mendorong banyak pihak, khususnya
kontestan Pemilu berlomba-lomba menunjukan diri sebagai pihak yang pro terhadap isu-isu toleransi
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dan anti kekerasan. Isu “pemurnian agama” yang sempat diusung salah satu kontestan Pemilu atau
rencana pengawasan kampanye negatif di masjid-masjid oleh tim sukses lainnya banyak mendapat
kritikan masyarakat.

Kedua, sepanjang tahun 2014, perhatian media banyak tersedot oleh berita-berita mengenai
pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sehingga isu intoleransi kurang mendapatkan perhatian
media yang mengakibatkan jumlah liputannya berkurang. Terkecuali ketika isu intoleransi terkait
langsung dengan dinamika Pileg dan Pilpres.

Ketiga, mulai terbangunnya kesadaran publik tentang isu-isu toleransi beragama. Gerakan
masyarakat sipil dalam memantau, menyuarakan, dan mempublikasikan kasus-kasus pelanggaran
KBB cukup berhasil membangun wacana publik untuk menolak berbagai bentuk intoleransi dan
kekerasan yang berkaitan dengan isu agama dan kepercayaan. Masyarakat sipil dalam hal ini mulai
dari korban, pegiat dan organisasi hak asasi manusia, tetapi juga tokoh dari organisasi-organisasi
keagamaan, media massa, dan masyarakat umum. Dalam beberapa kasus, sikap tegas aparat
keamanan juga menciptakan efek jera di beberapa kelompok.

Keempat, makin berkembangnya wacana penolakan terhadap aksi-aksi intoleran, telah membuat
beberapa kelompok yang selama ini teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan untuk mengubah
strategi mereka dan tidak lagi melakukan intimidasi secara fisik, namun melakukan pendekatan one
on one yang lebih halus dalam mempengaruhi orang lain. Harus diwaspadai bahwa pendekatan
semacam ini justru berpotensi menciptakan kelompok-kelompok baru yang berpikir intoleran
walaupun belum termanisfestasikan dalam bentuk aksi kekerasan.

Penurunan angka kekerasan seyogyanya berkorelasilangsung dengan gambaran meningkatnya
tanggungjawab negara dalam penyelesaian mendasar masalah-masalah KBB. Sayangnya realita
lapangan masih menunjukkan sebaliknya. Masih banyak utang pemerintah yang sampai sekarang
belum dipenuhi, misalnya mencabut atau merevisi regulasi dan kebijakan yang diskriminatif dan
bertentangan dengan konstitusi, serta penegakan hukum yang adil dan fair. Sayangnya hingga saat
ini ratusan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di tingkat nasional dan lokal, masih
berlaku. Begitu pula sejumlah pelaku pelanggaran hukum terkait KBB tidak mendapat hukumanyang
setimpal. Bahkan, hingga saat ini ratusan warga Syiah dan Ahmadiyah masih menjadi pengungsi
setelah ditolak warga kampung halaman mereka.

Namun kami juga harus menyampaikan, selama tahun 2014 ini kami menemukan Langkah-
langkah positif dan praktek baik pemerintah, baik yang dilakukan pemerintahan Presiden SBY
maupun penerusnya, pemerintahan baru Presiden Jokowi. Kami tentu berharap, langkah-langkah
positif tersebut akan memberi dampak positif dalam penyelesaian kasus-kasus KBB. Kami menilai
pernyataan dan langkah-langkah pejabat negara di tingkat nasional yang sejalan dengan semangat
jaminan kebebasan beragama akan mempengaruhi cara pandang dan respon bawahan mereka
hingga di tingkat daerah.

Kami mencatat dalam visi-misi yang disampaikan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla —populer
dengan istilah Nawacita—bahwa mereka berjanji “Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar
HAM kelompok rentan, serta memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama
dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang
mengatasnamakan agama.

Janji tersebut tentunya harus dibuktikan dalam bentuk tindakan nyata. Sejauh ini belum
ada gambaran kebijakan apa yang akan diusung keduanya dalam mewujudkan salah satu poin
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dalam Nawacita tersebut. Paling tidak terkait penyelesaian kasus-kasus penting seperti nasib para
pengungsi Syiah dan Ahmadiyah perlu ada langkah-langkah jelas yang harus ditempuh pemerintah.

Karena itu, melalui peluncuran laporan ini kami menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada
berbagai pihak, antara lain:

o Mendesak pemerintah dan DPR agar melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan
evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah khususnya pembagian
wewenang masalah agama antara pusat dan daerah.

e Mendesak pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-
undangan baik di pusat maupun daerah yang telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak
dan kebebasan beragama/berkeyakinan serta menciptakan diskriminasi di masyarakat.

e Mendesak pemerintah dan DPR agar segera menyusun undang-undang tentang kebebasan
beragama dan berkeyakinan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak atas kebebasan
beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia.

o Khusus kepada Presiden Joko Widodo, agar segera merealisasikan janji-janji untuk menegakkan
konstitusi dan menjamin setiap warga negara terlindungi hak dan kebebasannya dalam
beragama dengan menyelesaikan kasus-kasus penting kebebasan beragama/berkeyakinan.

o Mendesak pemerintah dan DPR agar terus memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan hak beragama di Indonesia. Penguatan tersebut dapat
dilakukan dengan menyediakan regulasi yang melindungi peran dan keberadaan mereka
sebagai pendamping masyarakat dan mitra pemerintah.

Demikian sambutan pengantar ini kami sampaikan. Atas kekurangan laporan ini kami mohon
masukan dan koreksi, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Jakarta, 29 Desember 2014
ZANNUBA YENNY WAHID

Direktur The Wahid Institute
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BAGIAN |
PENDAHULUAN

A. Pengantar

Sejak 2008, the Wahid Institute mentradisikan untuk membuat laporan kepada publik mengenai
situasi kebebasan beragama di Indonesia. Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) ini
adalah laporan ketujuh The Wahid Institute.

Laporan hasil pemantauan ini diharapkan bisa menjadi masukan atau rekomendasi bagi
pemerintah, parlemen dan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah dalam
memperteguh komitmen dan memajukan komitmen mereka terhadap kebebasan beragama atau
berkeyakinan, terutama dalam mengevaluasi perilaku mereka serta dalam menyusun kembali
rencana atau program. Laporan ini juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil,
seperti organisasi keagamaan, NGO, maupun akademisi yang menekuni isu-isu ini.

B. Tujuan Pemantauan

Laporan hasil pemantauan ini diharapkan bisa menjadi masukan atau rekomendasi bagi
pemerintah, parlemen dan instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah dalam
memperteguh komitmen dan memajukan komitmen mereka terhadap kebebasan beragama atau
berkeyakinan, terutama dalam mengevaluasi perilaku mereka serta dalam menyusun kembali
rencana atau program. Laporan ini juga ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil,
seperti organisasi keagamaan, NGO, maupun akademisi yang menekuni isu-isu ini.

Tujuanpemantauanjugamencakuprealitaslegaldansosial,yaknipertama, memeriksakelemahan
dan inkonsistensi pengadopsian norma dan standar hak-hak manusia internasional ke dalam hukum
nasional; kedua, membaca kelemahan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan
kebijakan mengenai KBB; ketiga, menilai kelemahan mendasar atau kekurangan lainnya terkait
penghormatan dan perlindungan KBB supaya dapat digunakan untuk perbaikan atau perubahan
untuk menghapuskan intoleransi dan diskriminasi; keempat, mengidentifikasi dan menganalisa pola
pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara; kelima, membangkitkan kepekaan atas pemulihan
hak korban, betapa pentingnya kebebasan beragama atau berkeyakinan dihormati dan dilindungi,
sebaliknya sebagai peringatan betapa bahaya menyebarkan kebencian atas dasar agama atau
keyakinan.

C. Pendekatan dan Sumber data

Pendekatan dalam pemantauan dan penggalian data-data terkait kebebasan beragama ini
menggunakan pendekatan metode berbasis peristiwa (event-based methodology) yakni berusaha
mengidentifikasi beragam peristiwa keagamaan yang di dalamnya diduga telah terjadi tindakan
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama,
baik yang dilakukan oleh aktor negara (state actors) maupun non-negara (non state actors).

Pengumpulan data dan analisis dalam penyusunan laporan dilakukan dalam beberapa
metode. Pertama, pemantauan terhadap pemberitaan media nasional maupun lokal, cetak maupun
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elektronik. Termasuk di dalamnya media-media online tentang peristiwa-peristiwa keagamaan di
berbagai wilayah di Indonesia. Kedua, focus group discussion dilakukan di beberapa daerah. Selain
untuk menghimpun data juga untuk memverifikasi data-data yang diperoleh dari pemantauan
media. Ketiga, pemantauan melalui M-Pantau: saluran pengaduan yang dibangun the Wahid Institute
yang menghimpun berbagai peristiwa keagamaan yang dilaporkan oleh masyarakat melalui SMS
ke staf pengelola data WI. Keempat, analisis kuantitatif dan kualitatif. Data-data yang terkumpul
dianalisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan kuantitatif dengan data-data pada
tahun sebelumnya. Selain itu laporan ini menggunakan analisis kualitatif dengan meng-highlight
kasus-kasus menonjol yang muncul dan menjadi trend pada tahun 2014 ini.

Perlu kami garisbawahi di sini, data yang ada dalam laporan tidak menggambarkan keseluruhan
peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah, karena tidak semua peristiwa-peristiwa keagamaan yang
terjadi terjangkau peliputan media. Karena itu, jumlah data bukan jumlah yang benar-benar riil.

Adapun kategori tindakan yang masuk dalam cakupan laporan ini adalah:

1. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan vyaitu setiap perbuatan seseorang
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan
atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan
menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan beragama, dan karena perbuatan itu
pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku.

2. Tindakan intoleransi atas nama agama yaitu ketidakmauan untuk memperlakukan orang
yang berbeda agama secara setara, termasuk di dalamnya ketidakmauan untuk berbagi
hak dalam bidang sosial, politik dan profesional kepada orang-orang dari agama lain.
Mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu,
baik terhadap individu maupun kelompok, intimidasi, kekerasan bermotif pengabaian hak
seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak
fundamental pemeluk agama.

3. Diskriminasi atas nama agama yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama yang
berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

4. Rancangan dan peraturan perundang-undangan termasuk berbagai kebijakan negara
terkait masalah keagamaan di pusat dan daerah yang diduga melanggar maupun
mendukung prinsip jaminan kebebasan beragama.

5. Kemajuan dan praktek baik yang terjadi dalam penegakan dan jaminan hak-hak beragama
dan memajukan toleransi di Indonesia.

D. Wilayah Pemantauan

Wilayah pemantauan dalam laporan ini adalah wilayah-wilayah yang terekam terjadi peristiwa-
peristiwa keagamaan. Laporan tahun 2014 ini mencakup 18 wilayah pemantauan terdiri dari: Jawa
Barat, DKl Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, NTB. NTT, Kepulauan Riau dan Papua.
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BABII
KERANGKA KONSEPTUAL

A. Agama (Religion)

Merumuskan definisi agama, sebuah kerumitan tersendiri. Tidak ada pengertian relatif tegas
tentang agama pada instrumen internasional juga nasional. Bahkan kata agama dan keyakinan
disebut sejajar dengan kata “atau”; religion or belief. Komentar Umum 22 paragraf 2 yang meneroka
pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and
Political Rights, diangkat ICCPR, dan selanjutnya disebut Konvensi Hak Sipil) menjelaskan.

Agama atau kepercayaan tidak hanya merujuk pada agama-agama tradisional atau agama-
agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-
praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Agama atau kepercayaan baru saja
dibentuk masuk dalam kategori “kepercayaan” atau “agama”.! Agama atau kepercayaan dalam
pasal 18 juga mencakup perlindungan terhadap apa yang disebut kepercayaan-kepercayaan
tauhid (theistic), non-tauhid (non-theistic), dan ateistik (atheistic), sekaligus hak untuk tidak
menganut agama atau kepercayaan apa pun.? Itu artinya pengertian agama dan kepercayaan

memang tampak begitu luas.

Sejumlah ahli dengan beragam latar belakang dan pendekatan mendefiniskan agama. Jika
diperas-peras setidaknya ada lima pendekatan yang digunakan: antropologi, psikologi, sosiologi
dan fenomenologi.? Antropologi berusaha melihat agama sebagai aktivitas dan ekspresi keagamaan
dipandang sebagai bentuk-bentuk dorongan fisiko-kultural manusia. Pendekatan psikologi lebih
dalam dari yang pertama. Agama dilihat bukan sekedar dorongan rasa takut dan rasa kagum,
melainkan lebih sublim dari itu. Agama merupakan hubungan batin antara seorang individu dengan
kekuataan di luar dirinya.

Sedang fenomenologi berusaha melihat intisari atau hakikat dari agama dan pengalaman
keagamaan. Pendekatan ini melihat di balik berbagai ekspresi pemikiran, tindakan dan interaksi
sosial, keberagamaan manusia memiliki nuansa batin yang lebih sekedar persoalan psikologi. la
sebuah perjumpaan dengan sesuatu yang melebihi dan mengatasi kefanaan dunia, yang suci dan
agung. Adapun pendekatan teologis meletakan agama sebagai prerogatif tuhan sendiri. Realitas
sejati agama adalah sebagaimana mana yang dikatakan ajaran agama masing-masing.

Sampai di sini, pengertian agama mungkin masih seperti membingungkan. Meski begitu, ada
satu kriteria yang selalu sama dan muncul, yakni kepercayaan dan keyakinan pada kekuatan besar di
luar diri seseorang. Kriteria itu tentu tidak cukup membantu mendefinisikan agama dengan cukup
komplet. Dibutuhkan“kriteria”dan“unsur-unsur”lainnya, yang semakin komplet semakin membantu
meski langkah ini seringkali juga menjebak dan reduksionistik.

Untuk keperluan pengerangkaan, kriteria yang dibuat Kent Greenawalt dalam Religion as a

1. UNHCHR, “General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion ( Art. 18) : . 07/30/1993.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22. (General Comments)” paragraph 2 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.
nsf/%28Symbol%29/9a30112¢27d1167cc12563ed004d8f15?0pendocument (diakses 4 Januari 2014)

2. UNHCHR, “General Comment No. 22” paragraph 2

3. Ahmad Norma Permata, “Pendahuluan Editor,” 22. Tampaknya pembagian ini mengikuti tujuh pendekatan studi agama
yang dibuat Petter Connoly: antropologis, feminis, fenomenologis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis. Lebih jauh
lihat Petter Connolly, ed, Aneka Pendekatan Studi Agama( Yogyakarta, 2009), cetakan kedua.
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Concept in Constitutional Law (1984) penting digunakan di sini. la mencatat sejumlah kriteria yang
umumnya ada dalam agama-agama besar.*

Pertama, keyakinan akan Tuhan atau “Yang Tertinggi”; kedua, sebuah pandangan menyeluruh
mengenai dunia dan tujuan-tujuan manusia; ketiga, kepercayaan mengenai kehidupan setelah
mati; keempat, komunikasi dengan “Tuhan” melaui ibadah dan doa; kelima, perspektif tertentu
mengenai kewajiban moral yang berasal dari kode moral atau dari konsepsi mengenai sifat Allah;
keenam, praktik-praktik yang melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa; ketujuh, perasaan
“keagaaman” mengenai kekaguman, rasa bersalah dan penyembahan; kedelapan, penggunaan
teks-teks suci; kesembilan, organisasi untuk memfasilitasi aspek korporasi dari praktik-praktik agama
dan untuk mempromosikan dan melanggengkan praktik-pratik dan kepercayaan tertentu.

Kriteria ini berbeda dengan rumusan Departemen Agama pada 1961. Unsur-unsur agama
adalah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat dan suatu sistem hukum bagi
penganutnya.® Kriteria ini yang membuat aliran kepercayaan terlempar dari makna agama. Definisi
ini juga muncul sebagai hasil dari pergulatan politik dan berkembangnya kelompok keagamaan
yang disebut aliran kepercayaan tadi. Pada tahun 1952, di sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
aliran kebatinan dilarang diminta dilarang keberadaannya. Setelah itu munculah definisi dan kriteria
agama.

Dalam konteks kebebesan beragama, masalah pendefinisian agama dan bukan bukan agama
menjadi “kewenangan” dan hak pemeluk atau pengikutnya. Negara tidak berhak mengintervensi.
Negara juga tidak dapat mengatakan sekte atau gerakan tertentu sesat atau tidak.

B. Keyakinan (Belief)

Definisi paling sederhana dari keyakinan adalah “sesuatu yang tidak memenuhi unsur-unsur
agama”. Karena itu untuk memahami apa saja unsur-unsur keyakinan, salah satu pendekatan
adalah dengan meneliti sejumlah unsur agama. Sesuatu yang tidak dicakup dalam agama, bisa
dikategorikan sebagai keyakinan. Karenanya ide-ide besar seperti humanisme, ateisme, agnotisme,
bisa dikategorikan sebagai kepercayaan.

Berikut ini beberapa pengertian “keyakinan’, yakni, sesuatu yang mengisi sebuah tempat dalam
kehidupan manusia yang setara dengan sesuatu yang dianugerahkan tuhan atau tuhan-tuhan dari
pegangan keyakinan keagamaan tertentu ini.®

Definisi lainnya menyebut keyakinan sebagai “sebuah sistem interpretasi yang terdiri dari
keyakinan personal mengenai struktur dasar, cara sesuatu dilakukan (modality), dan fungsi dari
dunia. Tapi, kepercayaan bukanlah sistem saintifik. Sejauh mengklaim kesempurnaan, kepercayaan
juga mencakup persepsi tentang kemanusiaan, pandangan hidup, dan moral.”’

Dengan pengertian ini, jenis kecintaan berlebihan pada bola, umpamanya, bukanlah
dikategorikan sebagai kepercayaan.

Karena dinilai tidak memenuhi “unsur-unsur” agama sebagaimana definisi Depag, tampaknya

. Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace (USA: Hart Publishing, 2008), 18
. Budhy Munawar-Rachman (ed.), Membela Kebebasan Beragama (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), xviii.

. Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, 23

N o b

. Catatan Penjelasan Amandemen Equal Treatment Act, Laporan Negara Austria dibidang nondiskriminasi mendefinisikan
kepercayaan sebagai Lucy Vickers, Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, 23-24
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penghayat kepercayaan -istilah yang dipakai dalam Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan—memang berusaha diletakkan dalam kategori kepercayaan. Tapi uniknya, undang-
undang ini justru menganganggapnya juga sebagai“agama”. Tapi agama yang belum diakui, sebuah
istilah yang dinyatakan.? Pasal 58 ayat (2) poin | undang-undang ini juga menyebut agama setarikan
nafas:“agama/kepercayaan’”.

Dalam Undang-undang, tidak dijelaskan definisi penghayat kepercayaan, meski disebut-sebut.
Penjelasannya ada dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan. Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut
Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.’

"

Kategoriinisepertinyajugatidak menegaskan beda antara“kepercayaan’,“agamalokal’,"kepercayaan
II: 1

lokal’,"agama tradisional”. Kategori-kategori ini memang perlu mendapat ulasan lebih jauh.

C. Kebebasan atau Kemerdekaan?

Pada beberapa regulasi di Indonesia, kata freedom umumnya diterjemahkan dengan “kePada
beberapa regulasi di Indonesia, kata freedom umumnya diterjemahkan dengan “kebebasan’.
Misalnya, terjemahan pasal 18 ayat 1 ICCPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.’”® Pasal ini membicarakan ihwal hak kebebasan
berpikir, berkeyakinan dan beragama. Pada sekujur terjemahan pasal-pasal ICCPR tidak ditemukan
terjemahan kata freedom dengan istilah selain “kemerdekaan.”’

Menariknya, konstitusi kita mengenal dan menyantumkan dua kata yang tampaknya digunakan
saling bertindihan: “kemerdekaan” dan “kebebasan”. Misalnya dalam Pasal 28 | ayat 1 atau pasal 29
ayat (2). Kata “merdeka” atau “kemerdekaan” bisa dijumpai pada pasal 28E ayat (1) dan (2). Dengan
redaksi nyaris serupa, kata “kemerdekaan” dalam pasal 28 | UUD 1945 diubah menjadi “kebebasan”
di pasal 4 UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tampaknya, pilihan diksi dua
kata itu memiliki latar filofisnya sendiri-sendiri.

Dari sudut kebahasaan, kata “bebas” dan “merdeka” tampaknya merujuk arti yang sama. Tidak
ada perbedaan berarti antarkeduanya. Seringkali keduanya digunakan secara bergantian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan “bebas” sebagai lepas sama sekali (tidak terhalang,
terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan
leluasa); merdeka, bisa berarti lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan sebagainya); tidak
dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya); tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya;
merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing);
tidak terdapat (didapati) lagi.”" Sementara “merdeka” berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan,

8. Lihat UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 6 ayat (2): ... bagi Penduduk yang agamanya
belum diakui (cetak tebal dari penulis) sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan atau bagi
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

9. Lihat Pasal 1 ayat 19 PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan

10. Lihat Pasal 18 ayat 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan international covenant
on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)” dalam http://www.komnasperempuan.
or.id/wp-content/uploads/2009/07/UU-No-12-Thn-2005-ttg-Ratifikasi-ICCPR.pdf (diakses 2 Januari 2014)

11. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Bebas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), 118
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dan sebagainya); berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung
kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa.'

Dalam tradisi Barat, selain freedom, kata liberty juga dipakai untuk makna serupa: kemerdekaan
atau kebebasan. Dua kata tersebut (freedom atau liberty) dipakai bergantian. Pemikir politik dan
filsafat Inggris, Isaiah Berlin, termasuk salah satu yang tidak membedakan makna keduanya. “Saya
menggunakan keduanya untuk arti yang sama,” katanya.™

Yang menjadi sorotan lebih jauh adalah justru makna kebebasan itu sendiri. Esais tersohor
itu mengajukan dua makna freedom atau liberty. Yang pertama, disebut dengan negatif freedom.
Kebebasan ini terkait dengan pertanyaan, pada wilayah mana subyek, orang maupun kelompok,
begitu adanya atau dibiarkan melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, tanpa campur tangan oleh
orang lain. Kebebasan ini disebut juga kebebasan dari (freedom from). Isaiah mencontohkan, jika
saya dicegah orang lain dari melakukan apa yang bisa saya lakukan sebaliknya, sebetulnya saya tidak
bebas. Dengan begitu semakin lebar jarak campur tangan semakin seseorang dianggap kebebasan.'

Apakah ada kebebasan tanpa batas? Dalam tulisan itu, buru-buru Isaiah menandaskan, hampir
tidak mungkin ada kebebasan tanpa batas. Itu pula yang disetujui umumnya pemikir filsafat klasik
Inggris. Jika Kebebasan tanpa batas terjadi, dampaknya mengganggu kebebasan orang lain dan
dunia akan centang perenang.” Ini menjawab kekhawatiran dan pandangan sebagian kalangan di
Indonesia, bahwa kebebasan itu benar-benar sebebas-bebasnya.

Makna kedua dari kebebasan adalah kebebasan positif (positive freedom). Kebebasan ini terkait
dengan pertanyaan apa, atau siapa, yang menjadi sumber kontrol atau campur tangan yang
memengaruhi seseorang melakukan atau menjadi ini ketimbang itu? Kebebasan ini disebut juga
“kebebasan untuk” (freedom to). Makna itu berasal dari keinginan atas bagian dari individu demi
menjadi tuannya sendiri.“Saya berharap hidup dan keputusan-keputusan saya bergantung diri saya
sendiri, bukan pada kekuatan eksternal apapun,”kata Isaiah.'

Ketiadaan pembedaan tegas antara freedom dan liberty juga didapati dalam sejumlah kamus.
Misalnya Kamus Oxford. Meski arti pertama kata freedom merujuk arti “kebebasan untuk” ala Isaiah,
tapi arti yang lain juga berarti “kebebasan dari”. Begitupun dengan kata liberty."”

D. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama atau berkeyakinan (selanjutnya disebut kebebasan beragama)
merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam
Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi 10 Desember 1948.'® Selain Kebebasan beragama,

12. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Bebas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 736

13. Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, editor Henry Hardy (Newyork: Oxford University Press, 2002), 169
14. Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, 169

15. Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, 170

16. Isaiah Berlin, Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, 178

17. Freedom diartikan dengan the power or right to act, speak, or think as one wants, tapi juga sebagai (freedom from) the state of not
being subject to or affected by (something undesirable). Lihat Oxford Dictionaries, “freedom”, dalam http://oxforddictionaries.
com/definition/english/freedom (diakses 13 Desember 2012). Liberty juga berarti the state of being free within society from
oppressive restrictions imposed by authority on one’s behaviour or political views, tetapi juga the power or scope to act as one
pleases. Lihat Oxford Dictionaries, “liberty”, dalam http://oxforddictionaries.com/definition/english/liberty?g=liberty

18. Office of The High Commissioner For Human Rights and United Nations Staff College Project, “Human Rights: A Basic
Handbook for UN Staff,” 11 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HRhandbooken.pdf (diakses 2 Januari 2014)
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DUHAM menegaskan rumpun hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan berpendapat dan
berekspresi, kebebasan berpikir, atau hak mendapat pendidikan.

Hak-hak kemerdekaan beragama ini selanjutnya dibagi dalam dua wilayah Kebebasan internal
(forum internum) dan kebebasan eksternal (forum externum).

1. Kebebasan Internal (Forum Internum), kebebasan internal yang berisi kebebasan hati
nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk
mempertahankan menganut atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan.'

Hak-hak kebebasan ini telah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah
satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (non-derogable rights), bahkan
dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak
mengintervensi apalagi memaksa (coercion) forum internum ini, sebagaimana diatur dalam
Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU HAM.

Coercion alias pemaksaan -selanjutnya menyebut dengan kata pemaksaan—dalam
sejumlah standar internasional diletakan di ranah non-derogable rights. Di sini pemaksaan
diartikan sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan negara (state), termasuk penggunaan
ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum demi memaksa orang-orang yang percaya atau
tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak
agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.
Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik bertujuan atau berdampak serupa, misalnya
kebijakan atau praktik yang yang membatasi akses akan pendidikan, pelayanan kesehatan,
pekerjaan, atau hak-haklain yang dijamin juga dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan.

Tabel 1
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Internum?'

FORUM INTERNUM

Instrumen .
Hak/Kebebasan Hukum Pasal Bunyi Pasal
Hak kebebasan DUHAM 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan
untuk menganut, pikiran, hati nurani dan agama; dalam
berpindah agama. hal ini termasuk kebebasan berganti
agama atau kepercayaan...”
ICCPR 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan

berpikir, keyakinan dan beragama.
Hak ini mencakup kebebasan
untuk menetapkan agama atau
kepercayaan atas pilihannya
sendiri...”

19. Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahian G. Tahzib-Lie (eds), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?
Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek, (Jakarta: Kanisius, 2010), hal. 19.

20. Definisi diambil dari Komentar Umum 22 paragraf 5.

21. Dirangkum dari: Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, http://www?2.

ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm, diakses 15 Nov 2011, dan berbagai peraturan perundang-undangan
nasional.
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UUD 1945

28|

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak Beragama...”

29

“Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”

UU No.39/1999
tentang HAM

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kebebasan pribadi,
pikiran dan hati nurani... adalah

hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan
oleh siapapun.”

22

“(1) Setiap orang bebas memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan
kepercayaanya itu.”’

“(2) Negara menjamin kemerdekaan
setiap orang memeluk agamanya
masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
kepercayaanya itu.”’

Hak untuk tidak
dipaksa menganut
atau tidak
menganut suatu
agama.

DUHAM

18

“Setiap orang berhak atas kebebasan
pikiran, hati nurani dan agama; dalam
hal ini termasuk kebebasan berganti
agama atau kepercayaan...”

ICCPR

18

“(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa
sehingga terganggu kebebasannya
untuk menganut atau menetapkan
agama atau kepercayaannya sesuai
dengan pilihannya.”

Deklarasi Universal
1981 tentang
penghapusan
Diskriminasi

dan Intoleransi
berdasar Agama

“(2) Tidak seorangpun dapat
dijadikan sasaran pemaksaan yang
akan mengurangi kebebasannya
untuk menganut suatu agama atau
kepercayaannya menurut pilihannya.”

Komentar Umum
No. 22 Komite
HAM PBB

Paragraf 5

“Pasal 18.2 melarang pemaksaan
yang dapat melanggar hak untuk
menganut atau menerima suatu
agama atau kepercayaan, termasuk
penggunaan ancaman kekerasan fisik
atau sanksi hukum guna memaksa
orang-orang yang percaya atau tidak
percaya untuk menaati kepercayaan
dan penganut agama mereka, untuk
menolak agama atau kepercayaan
mereka, atau untuk mengganti
agama atau kepercayaan mereka.’
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UUNo0.39/1999 |22 “(1) Setiap orang bebas memeluk
tentang HAM agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan
kepercayaanya itu.”’

2. Kebebasan Eskternal (Forum Eksternum) yakni kebebasan baik sendiri atau bersama-
sama dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi untuk memanifestasikan
agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya.
Kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan
untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar
agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan
menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak
untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada
instrumen-instrumen di bawah ini.

Tabel 2
Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum??

FORUM EKSTERNUM

Hak/Kebebasan Instrumen Pasal Bunyi Pasal
Hukum

Hak kebebasan DUHAM 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan
untuk beribadah pikiran, hati nurani dan agama; dalam
baik secara pribadi hal ini termasuk kebebasan berganti
maupun bersama- agama atau kepercayaan, dengan
sama baik secara kebebasan untuk menyatakan agama
tertutup maupun atau kepercayaann dengan cara
terbuka mengajarkannya, melakukannya,

beribadat dan mentaatinya, baik
sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain, di muka umum
maupun sendiri.’

ICCPR 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan
berpikir, keyakinan dan beragama.
Hak ini mencakup kebebasan

untuk menetapkan agama atau
kepercayaan atas pilihannya sendiri,
dan kebebasan, baik secara sendiri
maupun bersama-sama dengan
orang lain, baik di tempat umum atau
tertutup, untuk menjalankan agama
dan kepercayaannya dalam kegiatan
ibadah, pentaatan, pengamalan, dan
pengajaran.’

22. Dirangkum dari: “Framework for communications, Special Rapporteur on freedom of religion or belief”, http://www2.

ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm, diakses 2 Januari 2014 dan berbagai peraturan perundang-undangan

nasional.
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UuD 1945

29

“(2) Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”

UU No.39/1999
tentang HAM

22

(1) Setiap orang bebas memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamnya dan
kepercayaanya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan
setiap orang memeluk agamanya
masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
kepercayaanya itu.

55

“Setiap anak berhak untuk beribadah
menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat
intelektualitas dan usianya di bawah
bimbingan orang tua dan atau wali”

Deklarasi Universal
1981

“(a) Beribadah atau berkumpul dalam
hubungan dengan suatu agama atau
kepercayaan...”

Komentar umum
22

Para 4

“...Konsep ibadah mencakup
kegiatan ritual dan seremonial yang
merupakan pengungkapan langsung
dari kepercayaan seseorang...”

Hak kebebasan
untuk mendirikan
tempat ibadah

Deklarasi Universal
1981

“(a) Beribadah atau berkumpul dalam
hubungan dengan suatu agama atau
kepercayaan dan mendirikan serta
mengelola tempat-tempat untuk
tujuan itu”

Hak kebebasan
untuk
menggunakan
simbol-simbol
agama

Deklarasi Universal
1981

“ (c) Memperoleh, membuat

dan menggunakan secukupnya
perlengkapan dan bahan-bahan yang
diperlukan berkaitan dengan upacara
atau adat istiadat suatu agama atau
kepercayaan”

Komentar Umum
22

Para 4

“...Pelaksanaan dan praktik agama
atau kepercayaan mungkin tidak
hanya mencakup kegiatan-kegiatan
seremonial, tetapi juga kebiasaan-
kebiasaan seperti peraturan tentang
makanan, pemakaian pakaian
tertentu atau penutup-kepala...”

Hak kebebasan
untuk merayakan
hari besar agama

Deklarasi Universal
1981

“(h) Menghormati hari-hari istrahat
dan merayakan hari-hari libur dan
upacara-upacara menurut ajaran-
ajaran agama atau kepercayaan
seseorang”
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Komentar Umum
22

Para 4

“...Konsep ibadah mencakup
kegiatan ritual dan seremonial yang
merupakan pengungkapan langsung
dari kepercayaan seseorang,
penggunaan cara-cara dan obyek-
obyek ritual, penunjukan simbol-
simbol, dan menjalankan hari raya
dan hari istirahat...”

Hak kebebasan
untuk menetapkan
pemimpin agama

Deklarasi Universal
1981

“(g) Memilih, menunjuk, memilih
atau mencalonkan melalui suksesi
para pemimpin yang tepat yang
diperlukan berdasarkan persyarakat-
persyaratan dan standar-standar
agama atau kepercayaan seseorang.”’

Komentar Umum
22"

Para 4

“...Kemudian, pengamalan dan
pengajaran agama atau kepercayaan
mencakup kegiatan-kegiatan integral
yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok agama berkaitan dengan
urusan-urusan mendasar mereka,
seperti kebebasan untuk memilih
pemimpin agama, pendeta, dan
guru...”

Hak untuk
mengajarkan dan
menyebarkan
ajaran agama

Deklarasi Universal
1981

“(d) Menulis, menerbitkan dan
menyebarluaskan berbagai
penerbitan yang relevan di bidang-
bidang ini”

(e) Mengajarkan suatu agama atau
kepercayaan di tempat-tempat
yang sesuai dengan tujuan-tujuan
tersebut”

Komentar Umum
22

Para 4

“...Kemudian, pengamalan dan
pengajaran agama atau kepercayaan
mencakup kegiatan-kegiatan integral
yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok agama berkaitan dengan
urusan-urusan mendasar mereka,
seperti kebebasan untuk memilih
pemimpin agama, pendeta, dan
guru, kebebasan untuk membentuk
seminari atau sekolah agama dan
kebebasan untuk membuat dan
menyebarluaskan teks-teks atau
publikasi-publikasi agama.”’

Hak orang tua
untuk mendidik
agama kepada
anaknya

ICCPR

18

“(4) Negara Pihak dalam Kovenan
ini berjanji untuk menghormati
kebebasan orang tua dan apabila
diakui, wali hukum yang sah, untuk
memastikan bahwa pendidikan
agama dan moral bagi anak-anak
mereka sesuai dengan keyakinan
mereka sendiri.’
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Deklarasi Universal
1981

“(1) Orang tua atau para wali hukum
anak berhak mengatur kehidupan di
dalam keluarga sesuai dengan agama
atau kepercayaannya dan dengan
mengingat pendidikan kesusilaan
dalam membimbing semua anak
hingga dewasa.”

ICESCR

13

“(3) Negara Pihak pada Kovenan

ini berjanji untuk menghormati
kebebasan orang tua dan wali yang
sah, bila ada, untuk memilih sekolah
bagi anak-anak mereka selain yang
didirikan oleh lembaga pemerintah,
sepanjang memenuhi standar
minimal pendidikan sebagaimana
ditetapkan atau disetujui oleh negara
yang bersangkutan, dan untuk
memastikan bahwa pendidikan
agama dan moral anak-anak mereka
sesuai dengan keyakinan mereka.

UU No.39/1999
tentang HAM

55

“Setiap anak berhak untuk beribadah
menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat
intelektualitas dan usianya di bawah
bimbingan orang tua dan atau wali”

Konvensi Hak Anak
1989

14

“(2) Pihak Negara akan menghormati
hak dan tugas orangtua serta,
apabila dapat diterapkan, perwalian
resmi, untuk memberi arahan

pada anak dalam menjalankan
haknya dengan secara konsisten
mempertimbangkan kapasitas
perkembangan anak.

Hak untuk
mendirikan
dan mengelola
organisasi atau
perkumpulan
keagamaan

UU No.39/1999
tentang HAM

24

“(1) Setiap orang berhak untuk
berkumpul, berapat, dan berserikat
untuk maksud-maksud damai.’

Hak menyampaikan
kepada pribadi atau
kelompok materi-
materi keagamaan

Deklarasi Universal
1981

“(i) mendirikan dan mengelola
komunikasi-komunikasi dengan
seseorang dan masyarakat dalam
persoalan-persoalan agama atau
kepercayaan pada tingkat nasional
dan internasional”

Berbeda dengan forum internum, forum externum sebagai bentuk kebebasan memanifestasikan
agama dapat dibatasi dengan undang-undang, yakni keselamatan publik (public savety) kesehatan
publik (public healt), moral publik (public moral), ketertiban publik (public order), dan hak dasar orang
lain. Prinsip ini tercantum dalam ICCPR yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.

Dalam konstitusi pasal pembatasan ini dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28 J ayat 2. Yang
membedakan dengan UU No 12, dalam pasal 28 J ayat 2 mencantumkan “nilai-nilai agama” sebagai
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salah satu pertimbangan. Dalam ICCPR, nilai-nilai agama bisa dimasukan dalam moral publik.
Pertimbangan moral, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama dan tradisi, dimaksudkan bukan hanya
berasal dari satu agama atau tradisi tertentu. la mencakup prinsip-prinsip universal yang ada dalam
agama-agama atau keyakinan tertentu.

E. Pelanggaran Kebebasan Beragama

Dalam UU HAM, pelanggaran HAM didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Merujuk pengertianini, pelaku pelanggaran HAM bisa seseorang atau kelompok, termasuk aparat
negara. Ini selaras dengan penjelasan dalam Deklarasi 1981 di mana kategori aktor pelanggaran
diskriminasi dan intoleransi dibagi ke dalam tiga pihak: negara (state), institusi (institution), kelompok
(group of persons), dan seseorang (person). Dalam wilayah hukum hak-hak manusia, diletakkan dalam
relasi berduaan (dyadic) antara negara dengan individu atau kelompok orang.?*

Tindakan atau perbuatan itu, merujuk UU HAM dibagi dalam dua kategori: disengaja dan tidak
disengaja. Dua istilah ini juga bisa dikatakan bentuk penerjemahan dari istilah commission maupun
omission.

Tindakan yang disebut pelanggaran tadi haruslah bertujuan atau berdampak pada mengurangji,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang,
dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil
dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.?

Mempertimbangkan definisi dalam UU HAM, “pelanggaran kemerdekaan beragama” di
sini kemudian dirumuskan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan
hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan dasar seseorang
atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan
beragama, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan,
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.?®

Sebagaimana hak di rumpun HAM lainya, negara khususnya pemerintah merupakan pemikul
tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia.
Sebab kewajiban negara pertama-tama adalah menghormati (to respect) — tanpa campur tangan -
setiap orang untuk menikmati kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diganggu, termasuk
kebebasan yang terkait dan bergantung dengan kebebasan itu. Bila seseorang atau kelompok
orang penganut suatu agama terancam kebebasannya, negara berkewajiban melindungi (to protect)

23. Pasal 1 ayat 6

24. Harry Wibowo dan Naning Mardiniah, “Pendahuluan,” dalam Abdul Mun’im DZ (ed), Memeriksa Kewajiban Negara:
Instrumen Monitoring Hak atas Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Jakarta: LP3ES, 2006, hal. 1.

25. Pasal 1 ayat 6

26. Definisi di atas juga memasukan definisi yang dicantumkan dalam pasal 2 Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan
segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan Tahun 1981.
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mereka dari ancaman atau gangguan pihak ketiga. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan hukum
(UU) dan proses penegakan hukum. Sebagai pemangku dan pelaksana kewajiban, maka negara
jugalah yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran hak-hak manusia.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan bearagama antara lain :

1.

10.

Pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik, tindakan negara seperti polisi, tentara,
atau Satpol PP yang dilakukan dengan ancaman penggunaan fisik.

Pemaksaan ancaman sanksi hukum, tindakan negara dengan ancaman sanksi hukum seperti
penjara, denda, tidak menerima KTP atau bentuk-bentuk administrasi lainnya.
Kriminalisasi keyakinan, berupa tindakan penerapan sanksi dalam peraturan undangan,
umumnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Tindakan dapat berbentuk
penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, penuntutan ke pengadilan hingga pemenjaraan
terhadap seorang atau sekelompok orang yang divonis melakukan penodaan terhadap
suatu agama di Indonesia.

Pemaksaan dengan kebijakan. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara yang
menerapkan sanksi hukum atau kebijakan tertentu seperti tidak mengeluarkan kartu
identitas atau mencatat akta perkawinan karena seseorang bagian dari sekte tertentu
seperti Ahmadiyah, misalnya.”

Pembatasan ibadah, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi
seseorang atau sekelompok orang untuk beribadah baik di rumah ibadah atau tempat
ibadah tertentu.

Pelarangan ibadah merupakan tindakan yang melarang seseorang atau sekelompok orang,
berbentuk surat resmi pelarangan maupun tindakan pelarangan di lapangan.

Pembiaran, merupakan tindakan pengabaian atau kelalaian negara mencegah pelanggaran
atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara lain atas dasar agama. Tindakan ini dapat
berbentuk tidak mencegah kekerasan yang belum terjadi, tidak melakukan upaya yang
sesuai prosedur hukum untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan
oleh kelompok lain, dan tidak mengambil tindakan hukum yang semestinya terhadap para
pelaku kekerasan atas nama agama baik secara individu maupun kelompok. Dalam tindakan
pembiaran ini, aparat negara biasanya berdalih bahwa mereka tidak mampu mencegah
atau menghentikan kekerasan karena minimnya personil atau dalih untuk menghindari
konflik yang lebih besar. Aparat negara sebaliknya mengevakuasi korban kekerasan dengan
dalih untuk mengamankan mereka atau meminta korban pindah ke tempat lain agar tidak
menjadi korban kekerasan berikutnya.

Pembatasan aktivitas keagamaan, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau
menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan aktivitas keagamaan
seperti pemilihan pimpinan agama, penyebaran ajaran keagamaan, dan lain-lain.
Pelarangan aktivitas keagamaan, berupa larangan aparat negara, resmi maupun kebijakan
di lapangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu.

Penyegelan tempat ibadah merupakan tindakan pencabutan izin, pelarangan penggunaan
bangunan sebagai tempat ibadah dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu
rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.

27. Kategori kesatu hingga keempat bentuk-bentuk yang dikategorikan sebagai pemaksaan (coercion) yang mengacu dan
berhubungan pada hak-hak yang tidak dapat kurangi (non-derogable).
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F. Isu-lsu Terkait Kemerdekaan Beragama

Di luar kategori forum internum dan externum, masih ada sejumlah istilah dan kategori-ketegori
terkait isu ini, antara lain diskriminasi, kelompok rentan, isu-isu persimpangan degan isu-isu HAM
lain, isu-isu irisan (cross-cutting issues).

Pada isu diskriminasi, ada dua isu penting yang muncul: diskriminasi atas dasar agama atau
diskriminasi dan toleransi antaragama. Kelompok yang dikategorikan rentan dikelompokan menjadi
enam: perempuan, orang yang dirampas kebebasannya (persons deprived of their liberty), pengungsi,
anak-anak, kelompok minoritas, dan buruh migran.?®

Rappourteur Digest juga menyebut isu yang dikategorikan sebagai isu yang berada di
persimpangan dengan HAM di rumpun lain. Tiga isu itu pertama, kebebasan berekspresi, termasuk
pertanyaan-pertanyaan terkait konflik keagamaan, intoleransi keagamaan, dan ekstrimisme. Kedua,
hak hidup dan hak untuk bebas. Ketiga, larangan penyiksaan, perlakuan kejam, dan hukuman tidak
manusiawi atau merendahkan.

Adapun isu irisan berupa pengurangan (derogation), pembatasan (limitation), isu-isu legislasi
(legislative issues), pembela kebebasan beragama atau kepercayaan, dan organisasi non-pemerintah.

a. Diskriminasi dan Intoleransi

Dalam Deklarasi 1981, dua istilah ini tidak tegas dibedakan. Keduanya disebutkan bersamaan,
yakni setiap perbedaan, pengecualian pembatasan atau preferensiberdasarkan agama atau
kerpercayaan danyang mempunyaitujuan atau membawa akibat hilang atau rusaknya pengakuan,
penikmatan atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan atas dasar yang setara.”®

Tindakan intoleransi maupun diskriminasi —yang karena sebabnya menghalangi orag dalam
menikmati kebebasan mendasar seserang—dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran
(violation) terhadap HAM dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam DUHAM dan diuraikan
secara terperinci dalam berbagai persetujuan-persetujuan internasional tentang HAM. Negara-
negara yang menyetujui instrumen ini diwajibkan untuk membuat regulasi domestik untuk
meminimalisir aksi-aksi tersebut.

UU HAM menyebut diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan
yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek
kehidupan lainnya.*® Diskriminasi dalam ranah kemerdekaan agama adalah manakala tindakan
tersebut dilakukan atas dasar agama atau keyakinan tertentu.

Sementara itu, intoleransi keagamaan (religious intolerance) merupakan sebuah pengertian
yang luas, mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan
tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini memberi jalan
untuk sewaktu-waktu menjelma dalam aksi intimidasi atau kekerasan bermotif pengabaian

28. “Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief.”

29. Lihat pasal 2 ayat 2 deklarasi penghapusan semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan agama atau Keyakinan
tahun 1981

30. UU HAM pasal 1 ayat (3)
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hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak
fundamental pemeluk agama.

Bruce A. Robinson merumuskan bentuk-bentuk tindakan Religious Intolerance. Dalam
tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants on Religious Tolerance, lembaga konsultan yang
berkedudukan di Ontario, Kanada, itu menyebut tujuh kategori tindakan intoleransi beragama.®'
Pertama, penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski
ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki; kedua, penyebaran
kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua
anggota kelompoktertentuitujahat, berperilakuimoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya;
ketiga, mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang
mereka anut; keempat, mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang
lain agar mengikuti kemauan mereka; kelima, pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok
agama yang bisa diidentifikasi; keenam, mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau
jahat; ketujuh, menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Dalam “Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace,
human rights and democracy”, yang diterbitkan UNESCO, pengertian intoleransi tidak hanya
semata-mata “hasil” tapi juga sebuah gejala-gejala yang bisa dideteksi dalam bentuk tindakan
tertentu. Intoleransi dinilai sesuatu yang membawa pada potensi lahirnya penyakit sosial yang
mengancam kehidupan (a life-threatening social illness) bernama kekerasan. Bentuk-bentuknya
sebagai berikut:3?

1. Bahasa (language). Bahasa ekslusif, merendahkan, dan fitnah yang mengurangi,
merendahkan, dan mendehumanisasi kelompok-kelompok budaya, ras, nasional, atau seks.

2. Stereotip (stereotyping). Penggambaran seluruh anggota atau kelompok yang digolongkan
dengan penyematan serupa-biasanya negatif.

3. Mengolok-olok (teasing). Panggilan perhatian terhadap tindakan, atribusi, dan karakateristik
manusia tertentu yang cenderung mengejek atau menghina.

4. Buruksangka (prejudice).Penilaian berdasarkan generalisasi negatif dan stereotip ketimbang
berdasarkan fakta aktual dari kasus atau tindakan spesifik oleh individu atau kelompok.

5. Pengambinghitaman (scapegoating), menyalahkan peristiwa-peristiwa traumatis atau
masalah sosial pada kelompok tertentu.

6. Diskriminasi (discrimination). Pengecualian dari penikmatan atas manfaat atau aktivitas-
aktivits sosial, utamanya didasarkan lantaran buruk sangka.

7. Pengabaian. Berperilaku seolah-olah yang lain tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk
berbicara atau mengakui yang lain, atau budaya mereka (termasuk ethnocide).

8. Pelecehan (harassment), perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan
orang lain, sering dimaksudkan sebagai sarana memaksa mereka keluar dari organisasi,
komunitas atau kelompok tertentu.

9. Gertakan (bullying): Penggunaan superioritas kapasitas fisik atau angka yang lebih besar
untuk mempermalukan orang lain atau menghalangi mereka dari properti atau status.

10. Pengusiran (expulsion): pengusiran secara resmi atau dengan paksa, mengusir atau menolak
hak masuk atau kehadiran di sebuah tempat, kelompok sosial, profesi atau tempat kegiatan

31. Bruce A. Robinson, Religious Intolerances: An Introduction, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, http://
www.religioustolerance.org/relintoll.htm, diakses 20 Desember 2011

32. Unesco, Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for peace, human rights and democracy
(Paris: Unesco, 1994), 16

VV
AHIDIV[SHLMI@ LAPORAN AKHIR TAHUN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2014



kelompok tertentu terjadi, termasuk di mana kelangsungan hidup mereka tergantung
seperti tempat kerja, tempat tinggal, dan lain-lain.

11. Pengecualian (exclusion), menyangkal kemungkinan untuk memenuhikebutuhan mendasar
dan atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat seperti dalam kegiatan komunal
tertentu

12. Segregasi (segregation), pemisahan paksa orang dari ras, agama atau jenis kelamin yang
berbeda biasanya untuk merugikan satu kelompok tertentu (termasuk apartheid).

13. Penindasan (repression), pencegahan kuat dari penikmatan HAM.

14. Penumpasan (destruction), keterpencilan, kekerasan fisik, penghapusan dari daerah mata
pencaharian, bersenjata penyerangan dan pembunuhan (termasuk genosida).

Sebagai sebuah “gejala”, intoleransi pada ujungnya bisa meledak dalam bentuk tindakan-
tindakan serius dalam konteks pelanggaran HAM. Tindakan itu antara lain seksisme, rasisme,
etnosentrime, antisemitis, fasisme, senofobia,imperialisme, ekspolitasi,atau represikeagamaan.®

Meskipun demikian, beberapa hal yang tidak termasuk dalam kategori intoleransi
keagamaan (not constitute religious intolerance) adalah; 1) memperdebatkan atau melakukan
kritik atas klaim keagamaan tertentu, seperti mengkritisi tentang asumsi kesesuaian ajaran
dengan konsep tertentu atau klaim keunggulan satu agama atas yang lain; 2) mengecam atau
melarang tindakan-tindakan ilegal; 3) menolak klaim sebuah gerakan “atas nama agama” jika
terdapat bukti yang cukup bahwa agama dalam kasus tersebut hanya dijadikan sebagai kedok
belaka (politisasi agama tertenu).3*

b. Ujaran Kebenciaan (Hate Speech) atas Dasar Agama

Pasal 20 20 (2) ICCPR, ujaran kebencian (hate speech) didefinikan sebagai “segala tindakan
yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan
untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.”

Article 19, organisasi yang didirikan pada 1987 untuk memperjuangkan kebebasan
berekspresi, menggrasikan sekaligus mendefiniskan empat kata kunci dalam ujaran kebencian.®
Pertama, kebencian (hatred), yakni sebuah kondisi pikiran atau mental yang dicirikan dengan
emosi kuat dan irasional dari perasaan yang dikategorikan penghinaan, permusuhan, dan
ketidaksukaan besar terahadap kelompok sasaran tertentu. Kedua, diskriminasi, yakni setiap
pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis
agama, keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual, bahasa politik atau pendapat lainnya, asal
nasional atau sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status warna kulit lainnya, yang
memiliki tujuan atau efek meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, pelaksanaan,
pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, atau kehidupan publik lainnya.

33. Definisi bentuk-bentuk intoleransi itu bisa dibaca lebih jauh dalam Unesco, Tolerance: the threshold of peace ..., 20

34. “Religious Intolerance”, http://www.sacbrant.ca/religious _oppression.asp, diakses 2 Januari 2014

35. Article 19, “Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of incitement to hatred
Work in Progress.” Kajian yang disipakan untuk pertemuan ahli regional tentang Pasal 20 yang digelar Kantor Dewan
Komisi HAM di Vienna, 8-9 February 2010, 7-8 bisa diakses pada http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression
ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf (diakses 16 Desember 2012). Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat
ILRC. Lihat 7-8 Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar
Agama (Jakarta: ILRC, 2012) 56-57

The \VV/
LAPORAN AKHIR TAHUN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2014 AHIDIMSﬁtMte




Ketiga, kekerasan, yaitu penggunaan sengaja kekuataan fisik atau kekuasaan terhadap orang
lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan
besar mengakibatkan cidera, kematian, penderitaan psikologis, kegagalan melakukan
pembangunan atau penghilangan hak asasi manusia lainnya. Keempat, permusuhan (hostility)
sebagai wujud tindakan-bukan hanya suatu keadaan pikiran, tetapi juga menyiratkan sebuah
keadaan pikiran ditindaklanjuti. Permusuhan manifestasi kebencian -bahwa permusuhan
merupakan wujud dari emosi kuat dan irasional dari perasaan yang dikategorikan sebagai
penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap kelompok sasaran tertentu.?

Tindakan ujaran kebencian ini merupakan tindakan yang tak perlu membuktikan adanya
terjadinya sebuah praktik diskriminasi, permusuhan atau kekerasan sebagai akibat dari tindakan
tersebut. Sebab larangan ini dibuat justru untuk menghindari unsur-unsur tersebut. Berbeda
dengan hate crime.

36. Kriteria ini juga dipakai dalam buku panduan yang dibuat ILRC. Lihat 7-8 Pultoni, dkk, Panduan Pemantauan: Tindak
Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama (Jakarta: ILRC, 2012) 56-57
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BAGIAN IlI

TEMUAN-TEMUAN

A. Trend Regulasi Keagamaan tahun 2014

Di penghujung pemerintahan SBY, trend regulasi tidak menunjukkan perubahan yang
signifikan. Pergantian pejabat Kemenag di akhir pemerintahan tidak banyak membantu
mengarahkan kepada trend keberagamaan yang positif mengingat hanya memakan waktu
sekitar tiga bulan. Tanpa menafikan profil Lukman Hakim Saifuddin yang progresif, kebijakan
SBY dalam ranah KBB selama 10 tahun belakangan ini memang tidak menggembirakan.

Pemerintah pusat tidak banyak mendayagunakan kekuasaannya untuk memajukan KBB.
Pada satu masa, SBY memilih mendelegasikan kekuasaannya kepada kepala daerah ketika terjadi
perselisihan menyangkut IMB di HKBP Filadelfia dan GKI Taman Yasmin. Pada kasus lainnya,
kepala daerah tidak ditegur karena mengabaikan perkara semacam ini. Setelah dihentikan
proses pembangunan Masjid Nur Musafir di Batuplat Kupang oleh Walikota Kupang dengan
alasan perizinan, hingga saat ini masjid tersebut tidak kunjung diteruskan pembangunannya.
Pemerintah Kota Kupang juga membiarkan ketidakjelasan nasib umat Islam di Kupang. Hal
demikian berlaku pada GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia. Bahkan, kedua jemaat ini yang
sudah lama melaksanakan rumah ibadah di seberang istana presiden tidak pernah disapa atau
diajak bicara.

Pada ranah lainnya, SBY melakukan pembiaran terhadap regulasi yang meminggirkan
kelompok minoritas semacam Ahmadiyah dan Syiah. Kebijakan semacam ini juga dilakukan
kepada kelompok minoritas lainnya yang secara sosial-politik berada di wilayah pinggiran. Aliran
Khalwatiyah di Makassar dilarang karena sesat dan polisi mendukung. Polisi yang tidak dilantik
untuk mengurusi satu golongan saja ternyata memberikan pemihakan pada satu golongan
masyarakat yang dominan.

Kebijakan ini bukan saja menyangkut persoalan ibadah atau rumah ibadah, tetapi
bersangkut paut dengan hak sipil lainnya. KUA misalnya menolak menikahkan pasangan
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Ahmadiyah kecuali mereka menyatakan bertaubat, memeluk Islam arus utama. Kantor Urusan
Agama (KUA) di Kecamatan Jalaksana Kuningan menolak menikahkah warga Ahmadiyah dengan
alasan Ahmadiyah adalah aliran sesat. Mereka baru bersedia menikahkan warga Ahmadiyah jika
mereka bersedia menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah.

Pada kasus lainnya, persoalan ini berujung juga pada kebijakan KTP. Dinas Catatan Sipil dan
Kependudukan Kabupaten Kuningan hingga saat ini belum memberikan e-KTP kepada ratusan
warga Ahmadiyah Manislor, Kuningan. Padahal warga di desa-desa lain sudah hampir semuanya
mendapat e-KTP. Kepala dinas beralasan mendapat tekanan dari ormas Islam di Kuningan,
terkait identitas Islam dalam KTP warga Ahmadiyah. KTP ini melambangkan jangkauan
kewarganegaraan kita sekaligus cakupan hak yang bisa dinikmati selaku warga negara. Minus
KTP, kita kesulitan mengakses hak sosial-politik bahkan sosial budaya.

Pengungsi Ahmadiyah di Transito Lombok tidak bisa memilih, sebagaimana halnya tidak
menerima bantuan pemerintah, yang mewajibkan KTP sebagai persyaratan utama. Pada
aras ini, soal KBB juga menyangkut pelayanan publik. Penganut Sapta Darma pada akhirnya
dimakamkan di rumah sendiri ketika warga mayoritas menolak jenazahnya di makamkan di
pekuburan umum di Brebes. Tesisnya, mereka yang mendapat diskriminasi dalam KBB akan
menerima dampak yang hampir sama dalam ranah pelayanan publik.

Kebijakan soal pakaian juga masih bermasalah. Pemerintah di beberapa daerah masih
menerapkan kewajiban jilbab bagi muslimah sebagai indikator penilaian kinerja dan moral.
Di sisi lain sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari wacana pemakaian jilbab oleh Polwan
di institusi kepolisian. Aturan kepolisian yang mengatur tentang seragam belum dikeluarkan,
sehingga menghambat aspirasi pemakaian jilbab bagi anggota Polwan yang beragama Islam.
Pada saat yang sama, pemerintah tidak melakukan tindakan apapun ketika Qanun Jinayat
disahkan yang berpotensi melemahkan minoritas, bahkan perempuan muslimah.

Ini merupakan ironisme tersendiri. SBY secara langsung dan tidak langsung melanggengkan
intoleransi, di saat yang bersamaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 -sebagai bagian dari
Rencana Jangka Menengah Nasional 2015-2019—yang dirancangnya untuk pemerintahan
baru menekankan perlunya politik toleransi. Dalam Buku Il RKP ditekankan pentingnya keadilan
berupa penghapusan diskriminasi di segala aspek. Namun begitu, RKP yang disusun ini justru
belum mencerminkan semangat tersebut.

Fenomena “kelompok-kelompok sempalan” sebagai problem yang harus direspons
pemerintah menjadi salah satu buktinya. Ini menunjukan negara masih ingin mengurus agama
dan keyakinan warga negara. “Paradigma kerukunan”yang bersifat top down era Orde Baru juga
masih menjadi salah pendekatan dalam mengembangkan kehidupan keagamaan.

Paradigma tersebut sayangnya masih digunakan dalam Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pemerintah Jokowi. Padahal salah satu
aspek yang ditojolkan dalam Nawacita adalah jaminan perlindungan kebebasan beragama.

Aspek keadilan ini juga pernah ditekankan pada waktu yang lain. Pada kesempatan pidato
di depan umat Konghucu pada Februari 2006, SBY menyatakan sebagai berikut:

“Di negeri kita, kita tidak mengenal istilah, saya ulangi, kita tidak mengenal agama yang
diakui atau tidak diakui oleh negara. Prinsip yang diakui oleh Undang-Undang Dasar kita
adalah, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
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masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara
tidak akan pernah mencampuri ajaran sesuatu agama karena masalah itu berada di luar
jangkauan tugas dan kewenangan negara. Tugas negara adalah memberikan perlindungan,
pelayanan, dan membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan serta
mendorong pemeluk agama yang bersangkutan agar menjadi pemeluk yang baik.”

Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
Peristiwa Pelanggaran

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2014
berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan 98
aktor negara; sementara 78 peristiwa melibatkan 89 aktor non-negara.

JUMLAH TINDAKAN

W AktorNegara M Aktor Non-negara

98 tindakan
(52%)

89 tindakan
(48%)

JUMLAH PERISTIWA

B Aktor Negara M Aktor Non-negara

78
peristiwa
(49%)

80
peristiwa
(51%)

Grafik 1 Jumlah Peristiwa dan Jumlah Tindakan

Dibanding tahun 2013, peristiwa pelanggaran KBB tahun ini menurun sebanyak 42 persen. Tahun
2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 peristiwa. Jumlah ini juga turun 12 % dibanding 2012.

Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Negara
Pelaku

Dari sisi pelaku, aktor negara terbanyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian dengan
25 pelaku; dan pemerintah kabupaten dengan 18 pelaku. Fakta ini tidak berbeda dengan tahun

VV
LAPORAN AKHIR TAHUN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DAN INTOLERANSI 2014 AHIDInstitute B



2013 dimana trend pelaku terbanyak melibatkan kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota.
Pelaku lain yang juga tinggi adalah pengadilan dan aparat desa atau kelurahan masing-masing
delapan pelaku; sementara pelaku dari aparat kecamatan dengan enam pelaku.

KEPOLISISAN 25
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA 18

APARAT DESA/KELURAHAN 8
PENGADILAN [ &

APARAT KECAMATAN

PENGELOLASEKOLAH NEGERI

KESBANGPOL

APARAT KANTOR KEMENAG

SATPOLPP

DINAS DUKCAPIL

DPR/DPRD

BAKORPAKEM

MPU ACEH

KAPOLRI

BPBD

DINAS PEKERJAAN UMUM

BADAN PERWAKILAN DESA

LPM

FKPD

PENGURUS PARPOL

PEMERINTAH PUSAT

NI

PEMERINTAH PROVINSI /GUBERNUR

]
R N = = T = T = T = R ==

Grafik 2. Peta Pelaku Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Negara

Bentuk tindakan

Bentuk-bentuk pelanggaran KBB yang dilakukan aktor negara paling banyak berupa
tindakan menghambat/melarang atau menyegel rumah ibadah: 17 peristiwa; disusul tindakan
kriminalisasi atas dasar agama sebanyak 14 peristiwa. Bentuk lain yang juga tinggi adalah
diskriminasi atas dasar agama serta melarang atau menghentikan kegiatan keagamaan masing-
masing 12 peristiwa.

MEMBATASI/MELARANG / MENYEGEL
RUMAH IBADAH

KRIMINALISASI ATAS DASAR AGAMA

DISKRIMINASI ATAS DASAR AGAMA

MELARANG / MENGHENTIKAN KEGIATAN
KEAGAMAAN

PEMBIARAN PELANGGARAN

MELARANG ALIRAN YANG DIDUGA SESAT

PEMAKSAAN KEYAKINAN

MEMBATAS|I KEBEBASAN BEREKSPRESI

INTIMIDASI DAN ANCAMAN THD KLP
AGAMATERTENTU

Grafik 3. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Negara
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Korban

Darisisi korban tindakan pelanggaran KBB oleh negara, kami membagi menjadidua kategori:
Pertama, kategori korban kelompok/grup; Kedua, kategori korban individu. Dari kategori korban
kelompok, paling banyak dialami jemaat atau bangunan gereja Kristen dan Katholik, dengan 21
korban. Tren ini sama dengan tahun 2013 di mana gereja juga menjadi korban tertinggi. Korban
berikutnya yang juga tinggi adalah pimpinan atau anggota JAl dengan 13 korban.

Adapun jumlah korban dari kategori individu paling banyak dialami pimpinan dan anggota
syiah dengan 235 korban; berikutnya pimpinan atau anggota aliran yang dituduh sesat dengan
42 korban.

Tabel 3. Jumlah Korban Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Negara

1 |PIMPINAN / ANGGOTA JAI 13
2 |JEMAAT / GEDUNG GEREJA KRISTEN / KATOLIK 21
3 |PIMPINAN / ANGGOTA SYIAH 1 235
4 |PELAJAR 3
5 |PIMPINAN / ANGGOTA ALIRAN DITUDUH SESAT 11 42
6 |ARTIS 1
7 |LSM 1
8 |PENGURUS / BANGUNAN MASJID 6 2
9 |PEREMPUAN PEKERJA DI KEPOLISIAN 2
10 |PESANTREN 1
11 |ANGGOTA LDII 2
12 |JEMAAT SALAFI 1
13 |WARGA / KLP. KEAGAMAAN MINORITAS 4
14 |PENGELOLA MEDIA 1

Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Non-Negara
Pelaku

Sementara pelaku dari aktor non-negara paling banyak warga tidak menamakan diri 21
pelaku; massa atau orang yang menggunakan atribut FPI 12 pelaku; Forum Jihad Islam (FJI)
sembilan pelaku; MUI delapan pelaku, Forum Umat Islam dan gabungan ormas masing-masing
tujuh pelaku.

Tabel 4. Jumlah Pelaku Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Non-Negara

1 |MUI 7 1
2 |FPI 12
3 |GABUNGAN ORMAS 7
4 | TOKOH POLITIK/TOKOH AGAMA 2
5 |MASSATIDAK MENAMAKAN DIRI 19 2
6 |PERUSAHAAN 2
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7 |LPAS

8 |LPI

9 |GEMPAR
10 |FUI

11 |JAT

12 |ANSHORUSSYARIAH

13 |PESANTREN

14 |FJI

15 |ALIANSI HINDU MUDA INDONESIA
18 |JAMAAH TABLIGH

17 | MIUMI 1
18 |GAPAS 1
19 |GEMPA 4
20 |MSRG 1
21 |ALMANAR CIREBON

22 |PENGELOLA SEKOLAH 1
23 |LASKAR MUJAHIDIN MEDAN 1
24 |[MPI 1
25 |PENGGUNA MEDIA SOSIAL 1
26 |FMAS 2

_ = (O === (N[ ===

Bentuk Tindakan

Adapun bentuk tindakan pelanggaran KBB yang melibatkan aktor non-negara paling tinggi
adalah serangan fisik atau perusakan properti 16 peristiwa; kemudian penyebaran kebencian 15
peristiwa; tindakan penyesatan terhadap kelompok lain 10 peristiwa. Tindakan lain yang juga
tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan serta pembatasan atau pelarangan kegiatan
keagamaan masing-masing sembilan peristiwa.

16
SERANGAN FISIK / PERUSAKAN PROPERTI

PENYEBARAN KEBENCIAN

PENYESATAN THD. KELOMPOK LAIN

INTIMIDASI & ANCAMAN KEKERASAN

PEMBATASAN / PELARANGAN KEGIATAN KEAGAMAAN
PENOLAKAN/PENUTUPAN/PENYEGELAN GEREJA
PEMBATASAN/PEMAKSAAN EKSPRESI

PENOLAKAN MASJID/MUSHALLA

DISKRIMINASIATAS DASAR AGAMA

PEMAKSAAN KEYAKINAN

PERUSAKAN PURA HINDU

15

10

—
— )
— )
)

1

Grafik 4. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Non-Negara®

37. Kriteria yang digunakan dalam melakukan analisis tersebut antara lain adalah relaki kuasa dimana suatu perbuatan ter-
golong sebagai pelanggaran HAM apabila pihak yang dikuasasi nyata-nyata lebih lemah dari pihak yang menguasasinya.
Kriteria kedua, apakah pada peristiwa yang terjadi terdapat unsur kekerasan baik verbal maupun pisik. Unsur ketiga,
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Korban

Sementara korban dari pelaku non-negara, dari kategori kelompok korban paling banyak
dialami oleh kelompok atau aliran yang diduga sesat dengan 12 korban; kemudian jemaat
Kristen dan Katholik sembilan korban; dan pimpinan dan anggota JAl dengan enam korban.

Berikutnya dari kategori individu paling banyak dialami artis dan publik figur dengan 11
korban; diikuti individu yang dituduh sesat tujuh korban; dan masyarakat umum tiga korban.

Tabel 5. Peta Korban Pelanggaran dan Intoleransi oleh Aktor Non-Negara

1 |GEREJA 5
2 |PELAJAR 1
3 |KLP/ALIRAN DITUDUH SESAT 12 7
4 |[MTA 1
5 |PONDOK PESANTREN 1
6 |LEMBAGA / WARGA SYIAH 7
7 |PURA 1

PENGANUT KEPERCAYAAN 1
8 |UMAT BAHA'I 1

PIMPINAN & ANGGOTA JAI 6
10 |JEMAAT KRISTEN & KATOLIK 9 2
11 |MEDIA RADIO 1
12 |PENGURUS MASJID/MUSHALLA 3
13 |PIMPINAN/ANGGOTA FPI 1
14 |ARTIS & PUBLIC FIGUR 11
16 |AKTIVIS LINTAS IMAN 1 2
17 | WARTAWAN 1
18 | MASYARAKAT UMUM 2 3
19 |KARYAWAN PERUSAHAAN

Sebaran Wilayah

Dari segi sebaran wilayah peristiwa-peristiwa pelanggaran KBB, intoleransi dan diskrriminasi
baik yang melibatkan aktor negara maupun non negara pada tahun 2014 ini paling banyak
masih terjadi di Jawa Barat dengan total 55 peristiwa; diikuti DI Yogyakarta dengan 21 peristiwa;
berikutnya Sumatra Utara dengan total 18 peristiwa; Jakarta 14 peristiwa; Jawa Tengah dan
Sulawesi Selatan masing-masing 10 peristiwa.

tiadanya hubungan antara kekerasan dan kekuasaan.
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m AktorNon-Negara Aktor Negara

36

19

Grafik 5. Jumlah Pelanggaran dan Intoleransi berdasarkan Sebaran Wilayah

Sebaran Waktu

Dari segi sebaran waktu, bulan Februari menjadi bulan tertinggi dengan total 30 peristiwa;
berikutnya Mei dengan total 20 peristiwa; diikuti Januari dengan 16 peristiwa;. Dari grafik di
bawah terlihat ada tren penurunan jumlah peristiwa apabila dibandingkan enam bulan pertama
dengan enam bulan berikutnya.

—— Aktor Non-Negara Aktor Negara
19
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Grafik 6. Jumlah Pelanggaran dan Intoleransi berdasarkan Sebaran Waktu

C. Kemajuan dan Praktek Baik

Selama tahun 2014 ini The Wahid Institute mencatat setidaknya ada lima kemajuan dan
praktek baik jaminan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia, yaitu:
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a) Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mewacanakaan Bahai sebagai agama
yang memperoleh pelayanan dari negara sebagaimana agama Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam wacana yang sudah meluncur sejak 25 Juli 2014
ini, Menag beralasan bahwa Baha'i sudah masuk dalam nomenklatur hukum dalam UU
PNPS No. 1 Th. 1965. Bahai disebut bersama dengan Taoisme dalam Undang-Undang ini
di luar lima agama yang berhak mendapatkan pelayanan. Bahai disebut sudah ada sejak
abad 17 - hingga abad 18. Dasar lainnya adalah Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
yang ayat 2-nya menyebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu. Dengan dasar semacam ini, Menag menyatakan bahwa Bahai berhak
mendapat jaminan negara dan biarkan apa adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan
perundang-undangan.

b) Polisi menindak tegas FPI yang berbuat anarkhis menyusul bakal dilantiknya Basuki
Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo
yang terpilih menjadi presiden RI. Selama ini FPI terang-terangan menolak Ahok. Salah
satu alasan yang dikemukakan FPI adalah fakta bahwa Ahok adalah seorang non-Muslim,
padahal menurut FPI, syariat Islam melarang umat Islam dipimpin oleh orang kafir. FPI
juga mempermasalahkan berbagai kebijakan Ahok yang dianggap menghina umat Islam,
misalnya Instruksi Gubernur (InsGub) Nomor 67 Tahun 2014 tertanggal 17 Juli 2014 yang
melarang penjualan dan penyembelihan hewan qurban di fasilitas umum, termasuk di
halaman masjid, sekolah maupun trotoar. FPI menganggap Ahok besikap sewenang-
wenang sehingga harus ditolak. Dalam aksinya mereka menggunakan senjata tajam, serta
melempari petugas dengan kotoran sapi dan batu ketika berdemo di depan Balikota dan
DPRD (03/10). Akibatnya 16 anggota kepolisian terluka dan harus dirawat di rumah sakit.
Polisi segera menciduk 20 orang pendemo kemudian dilanjutkan dengan penangkapan
yang dilakukan di markas FPI. Setelah diperiksa 1 x 24 jam penyidik Polda Metro Jaya
menetapkan 21 orang sebagai tersangka ditambah satu tersangka yang buron. Habib Noval
Bamukmin, koordinator lapangan yang berujung anarkhisme ini, menjadi buron hingga
akhirnya menyerahkan diri.

¢) Agenda kebebasan beragama mendapatkan posisi tersendiri dalam kampanye Pilpres
2014. Dalam buku visi-misi Jokowi-JK dijelaskan bahwa pasangan Capres-Cawapres
ini berkomitmen terhadap sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam 42

1Y - Bat 1N

Demo FPI menentang Penangkatan Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta (Foto MERDEKA.COM)
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prioritas utama. Salah satu di antaranya adalah “memberikan jaminan perlindungan dan
hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum
terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama” Pada cakupan yang lebih
besar, pasangan ini memberi titik tekan soal intolerasi yang dipicu politik penyeragaman.
Dalam hal ini, negara dinilai abai terkait penghormatan dan pengelolaan keragaman
dan perbedaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.
Dengan momentum semacam ini, maka kebebasan beragama bukan lagi isu pinggiran
sebagaimana Pilpres sebelumnya yang didominasi isu sosial-politik.

d) Wacana pengosongan kolom agama dalam KTP. Mendagri mewacanakan pengoloman
kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi mereka yang tidak termasuk
dalam enam agama yang mendapatkan pelayanan negara. Wacana ini ditujukan untuk
mengakomodasi para pemeluk aliran kepercayaan yang tak beridentitas karena KTP hanya
mengenal enam agama. Dengan cara semacam ini mereka tidak perlu mengisi kolom
dengan agama atau keyakinan lain yang tidak diyakininya semata-mata karena perkara
prosedural yang tidak bisa ditawar. Cara ini ditempuh untuk sementara waktu mengingat
memasukkan agama atau keyakinan perlu perubahan kebijakan yang memerlukan waktu
panjang. Wacana ini bertolak dari pandangan bahwa agama dan keyakinan adalah bagian
dari hak asasi manusia (HAM). Kebijakan yang terkait ini sendiri adalah UU PNPS No 1/1965
tentang Penodaan Agama, UU No 1/1974 tentang Perkawinan, serta UU Administrasi
Kependudukan No 23/2006 yang diubah menjadi UU No 24/2014 yang mengalami beberapa
perubahan. Menag Lukman Hakim Saifuddin sendiri tidak bermasalah dengan wacana ini
karena tujuannya bukan untuk penghapusan kolom agama.

e) Dilarang merazia dan menyegel aliran agama apapun. Kapolri Jenderal Sutarman
menyatakan bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada pengusiran, pemaksaan, penyegelan,
dan kekerasan lain terhadap segala bentuk aliran keagamaan seperti dijamin pasal 29
UUD 1945. Jika tindakan semacam ini terjadi maka polisi wajib menindak tanpa kecuali.
Kepolisian menekankan adanya “perlindungan terhadap kelompok minoritas baik suku,
agama, ras, dan antar golongan, harus dilakukan secara maksimal”.
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BAGIAN IV
ANALISIS

A. Mengapa Turun?

Jika dilihat sepanjang lima tahun terakhir, penurunan pelanggaran di tahun ini harus dilihat
dari kelanjutan penurunan peristiwa di tahun sebelumnya. Sejak 2012, kenaikan pelanggaran
sangat melambat dari tahun 2011 yang berjumlah 45%, menjadi 4%. Tahun 2013 turun 12%, dan
turun lagi ke 40 % pada 2014.

e TAHUN == JUMLAH PERISTIWA NAIK/TURUN%
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Grafik 7. Jumlah Peristiwa dari tahun Ke tahun

Mengapa tahun ini jumlah peristiwa pelanggaran menurun? Tidak ada faktor dan jawaban
tunggal menjawab pertanyaan penting ini. Ada beberapa kemungkinan yang bisa diajukan
sebagai analisis dan perlu didalami lebih lanjut.

Pertama, momentum Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 mendorong banyak pihak, khususnya
kontestan pemilu berlomba-lomba menunjukan diri sebagai pihak yang pro terhadap isu-isu
toleransi dan antikekerasan. Sebelumnya, Indonesia dicitrakan sebagai negara yang intoleran
dan tidak ramah terhadap kelompok minoritas. Sikap ini kemungkinan berpengaruh kepada
para pendukung kontestan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan mereka. Di Pemilu
presiden, isu “permurnian agama” yang ada dalam Manifesto Gerindra misalnya banyak dikritik
sebagian masarakat. Termasuk juga rencana pengawasan kampanye negatif di masjid-masjid
oleh tim sukses Jokowi banyak mendapat kritikan. Isu-isu kampanye negatif berbasis agama
untuk dua calon presiden juga ikut menjadi perhatian publik.

Kedua, dalam konteks Pemilu Legislatif dan Presiden 2014, isu intoleransi tidak menjadi satu-
satunya fokus utama berita-berita media massa (cetak, online, radio, dan televisi). Ini menyebabkan
isu-isu kebebasan beragama/bereyakinan juga berkurang. Dalam laporan ini, berita-berita
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media menjadi salah satu basis data pemantauan. Tentu saja ini tidak menafikan masih terjadi
kasus-kasus penyebaran kebencian yang berkembang di media sosial, namun tidak direkam
secara khusus.

A A 20 ‘ "i- ./
Pawai perdamaian di International Day of Peace 2014, yang mengajak masyarakat
Indonesia hidup damai dalam keberagaman (Foto THE WAHID INSTITUTE)
FAll T mvmaas. €@ D @ 2w -w -

Ketiga, gerakan masyarakat sipil dalam memantau, menyuarakan, dan mempublikasikan
kasus-kasus pelanggaran KBB cukup berhasil membangun kesadaran publik. Masyarakat sipil itu
tidak hanya korban, pegiat dan organisasi hak asasi manusia, tetapi juga tokoh dari organisasi-
organisasi keagamaan, media massa, dan masyarakat umum. Tekanan dan kampanye di level
internasional jugadinilaiikut mempengaruhikualitas demokrasiIndonesiadiduniainternasional.
Kelompok-kelompok korban secara aktif menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus
dan memenuhi hak mereka. Di antaranya melalui kegiatan ibadah rutin di depan istana dan
yang dilakukan komunitas GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia bersama kelompok masyarakat sipil
lain. Sobat KBB, komunitas korban yang dibentuk untuk menyuarakan korban, aktif menggelar
kegiatan hingga ke sejumlah daerah.

Keempat, sebagian masyarakat mulai sadar jika kekerasan bukan jalan yang efektif untuk
mengekspresikan penolakan sikap dan pandangan atau untuk menyelesaikan perbedaan di antara
mereka. Citra intoleransi Indonesia mungkin membuat sebagian masyarakat bereaksi untuk
untuk meyakinkan diri mereka apakah Indonesia sudah sedemikian parah. Padahal secara
umum Indonesia diklaim negara yang toleran dan damai. Di sejumlah tempat ada gerakan-
gerakan kritis menolak aksi kekerasan dan melakukan kampanye perdamaian.

Namun demikian tidak berarti penurunan angka ini menunjukkan gambaran penyelesaian
mendasar masalah-masalah KBB seperti mencabut atau merevisi regulasi dan kebijakan yang
diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi, termasuk adanya penegakan hukum yang
adil dan fair. Hingga saat ini ratusan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif di
tingkat nasional dan lokal, belum dicabut atau direvisi. Tanpa pencabutan dan revisi, akar
masalah tidak akan selesai.

Pemerintahan baru Jokowi-Kalla, agaknya memberi angin segar. Dalam visi-misi yang
didaftarkan ke KPU —populer dengan istilah Nawacita—mereka berjanji “menghapus regulasi
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yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat
adat, dan penyandang disabilitas”. Kami berkesimpulan, kelompok rentan juga termasuk
kelompok minoritas agama/keyakinan. Di samping itu mereka juga berjanji “memberikan
jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan
langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama”.

Tapi, janji tersebut masih harus betul-betul dibuktikan dan akan menjadi “utang” waisan
bagi Jokowi-Kalla. Sejauh ini belum ada pernyataan langsung keduanya, paling tidak terkait tiga
kasus penting: Ahmadiyah, Syiah, dan GKI Yasmin.

Langkah-Langkah Positif

Langkah-langkah positif pemerintah sepanjang 2014, baik yang dilakukan pemerintah SBY
dan penerusnya, pemerintahan baru Jokowi, tentu saja akan memberi kontribusi positif dalam
penyelesaian kasus-kasus KBB. Pernyataan dan langkah-langkah pejabat negara di tingkat
nasional yang sejalan dengan semangat jaminan kebebasan beragama -seperti disebut dalam
perkembangan positif—akan mempengaruhi cara pandang bawahan mereka hingga di tingkat
daerah.

Strategi pendekatan pemerintah yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat sipil serta
korban akan ikut memberi energi positif dalam mengatasi kasus-kasus KBB. Namun demikian,
tanpa dibarengi langkah terobosan dan usaha-usaha mendasar, bagi sebagian publik menilai
langkah-langkah tersebut dianggap sekedar pemanis. Terobosan dan langkah mendasar itu
diarahkan pada pemenuhan tiga peran penting negara: pemenuhan (fulfill), perlindungan
(protect) dan promosi (promote).

Regulasi Diskriminatif

Tiga jenis tindakan
pelanggaran terbanyak
yang dilakukan negara
mengonfirmasi, salah e
satu akar masalah KBB §&
terletak pada masih ber-
lakunya regulasi-regulasi
diskriminatif. Pertama,
menghambat/melarang y
atau menyegel rumah et
ibadah terkait dengan ‘lh l”."

Peraturan Bersama Dua / >‘ LGN .
OF < S
e

Menteri;  kriminalisasi i
. Jamaah GKI Yasmin merayakan Natal di depan istana negara
atas dasar agama terkait  (Foto TIM MEDIA GKI YASMIN)

dengan PNPS 1965 dan ™ ' :
UU ITE, dan penghentian kegiatan keagamaan terkait dengan surat larangan aktivitas untuk
kelompok tertentu. Dalam beberapa kali pertemuan dengan pemerintah, the Wahid Institute
mencatat alasan bahwa bagaimanapun kebijakan itu merujuk pada peraturan peundang-
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undangan yang masih berlaku. Langkah terobosan yang bisa dilakukan mau tidak mau adalah
dengan menghapus dan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.

Tahun ini, masih dijumpai pula pelanggaran KBB dalam bentuk lahirnya kebijakan-kebijakan
yang tidak memiliki dasar hukum dan lebih sebagai bias penafsiran penyelenggara negara,
terutama dalam soal layanan publik. Misalnya, penolakan petugas pembuatan KTP untuk
mengosongkan kolomagamakomunitas KaharingandiKalimantanTengah.Sebelumnya, mereka
terpaksa mengisi kolom agama mereka dengan Hindu dan sekarang ini ingin mengosongkan
kolom agama tersebut. Padahal UU Adminduk membolehkan mereka mengosongkan agama
mereka. Begitupun tindakan KUA Singaparna Jawa Barat yang membuat kebijakan mewajibkan
jemaah Ahmadiyah menandatangani pernyataan keluar dari Ahmadiyah jika pernikahan mereka
ingin dicatatkan. Kebijakan KUA ini tidak memiliki pijakan hukum.

D. Ancaman Penyebaran Kebencian

Tidak seperti tahun-tahun lalu, tahun ini tindakan “penyebaran kebencian” yang dilakukan
aktor non-negara merangkak naik ke posisi kedua: 13 tindakan. Pada 2012, penyebaran
kebencian menempati posisi ke delapan. Tahun 2013 naik ke urutan ke lima.

Dalam banyak kasus kekerasan, pola umum yang muncul biasanya diawali dengan kasus-
kasus penyebaran kebencian dan memuncak dalam bentuk serangan dan kekerasan fisik. Ini
juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah Jokowi-Kalla. Dalam kasus ini, Jokowi berada
dalam pusaran kasus-kasus penyebaran kebencian. la korban dari tindakan penyebaran
kebencian dalam masa-masa kampanye di media sosial dan cetak. Salah satunya kasus Obor
Rakyat. Tindakan penyebaran kebencian, setidaknya dalam kasus Pilpres lalu, bagaimanapun
cukup efektif menjadi alat politisasi.

E. Aktor Pelanggaran Terbanyak

Posisi kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota yang masih menjadi aktor negara
terbanyak yang melakukan pelanggaran bisa dilihat dalam beberapa hal. Kedua lembaga ini
adalah institusi terdepan dalam pelayanan publik. Sehingga peluang dicatat dan dilaporkan
lebih sering dibanding dengan institusi lain. Ini juga bisa menunjukan, aparat di kedua institusi
ini masih belum maksimal dalam menjalankan prinsip-prinsip layanan publik yang non-
diskriminatif.

Posisi aktor non-negara yang melanggar KBB juga tidak banyak berubah. Posisi pertama
masih ditempati kelompok warga tidak menamakan diri dan FPI. Fakta ini tentu harus menjadi
pekerjaan rumah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum yang fair
dan adil. Bisa dikatakan, dengan tidak besarnya perubahan posisi pelaku, menunjukan belum
cukup adanya efek jera bagi para pelaku kekerasan.

F. Korban Penyesatan

Tahun ini, korban terbanyak dari tindakan pelanggaran oleh aktor non-negara bergeser ke
individu dan kelompok yang dituding sesat. Aktor non- negara menempatkan mereka sebagai
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korban pertama yang terbanyak. Padahal, pada 2013, mereka yang disesatkan menempati posisi
keempat sebagai korban. Tidak beda jauh, aktor negara di tahun ini juga menempatkan mereka
sebagai korban terbanyak kedua setelah komunitas gereja tahun ini. Posisi itu tidak berubah
dibanding tahun 2013.

Data ini memberi pesan penting bahwa kasus-kasus penyesatan menjadi isu penting
yang harus menjadi perhatian negara. Ini juga menunjukan, bahwa negara masih ikut menjadi
pelaku menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang sesat atau tidak. Negara tampak
mengafirmasi tindakan penyesatan yang dilaukan warga negara. Tindakan negara ini jelas
bertentangan dengan konstitusi dan instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi.

G. Daerah-daerah Intoleran

Sepanjang 2009-2014, laporan the Wahid Institute mencatat provinsi tertinggi terjadi
kasus-kasus pelanggaran masih ditempati Jawa Barat. Tampaknya ini terjadi karena belum
adanya kinerja serius dan mendasar yang dilakukan pemerintah untuk menekan. Kasus-kasus
yang meningkat tahun ini di provinsi itu adalah pelarangan dan penyegelan gereja, di samping
kasus-kasus penyesatan.

Baru pertama kali pada tahun 2014 ini DI Yogyakarta menjadi daerah dengan jumlah
pelanggaran dan intoleransi tertinggi kedua. Fakta ini perlu menjadi perhatian karena daerah
ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu wilayah paling toleran di Indonesia.

Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi baru tempat terjadinya pelanggaran KBB cukup
tinggi. Tingginya angka tersebut karena peristiwa yang tejadi berulang-ulang, yakni kriminalisasi
Ahmad Arifin (pimpinan pengajian lhya Ulumudin, Medan) yang dituding menodai agama.
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BAGIAN YV
REKOMENDASI

Dari temuan dan analisis di atas, The Wahid Institute merekomendasikan:
A. Kepada Pemerintah dan DPR:

1. Mendesak Pemerintah dan DPR agar melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan
evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah khususnya dalam
kaitannya dengan intervensi sejumlah pemerintah daerah terhadap urusan beragama
masyarakat yang mana hal tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

2. Mendesak pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah peraturan
perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang melanggar hak dan kebebasan
beragama/berkeyakinan dan diskriminatif, antara lain:

a. Undang-undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan
atau Penodaan Agama.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¢. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

d. Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat.

Berbagai Peraturan Daerah tentang Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah.

f.  Qanun-ganun terkait Syariat Islam di Aceh.

3. Mendesak pemerintah dan DPR agar segera menyusun undang-undang tentang kebebasan
beragama dan berkeyakinan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak atas kebebasan
beragama dan berkeyakinan kepada seluruh rakyat Indonesia.

4. Khusus kepada Presiden Joko Widodo, agar segera merealisasikan janji-janji untuk
menegakkan konstitusi dan menjamin setiap warga negara terlindungi hak dan
kebebasannya dalam beragama. Kami meminta presiden untuk membuktikan komitmen
dan janji tersebut dengan menyelesaikan kasus-kasus;

a. Pemulangan pengungsi warga Syiah Sampang dari tempat pengungsian di Surabaya
Jawa Timur.

b. Pemulangan warga Ahmadiyah Lombok dari tempat pengungsian di Kota Mataram,

Nusa Tenggara Barat.

Kasus Masjid Nur Musafir di Batuplat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kasus Mushalla Assyafiiyah di Kota Denpasar, Bali.

Kasus GKI Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat.

Kasus penyegelan gereja-gereja di Aceh Singkil.

Kasus gereja HKBP Filadelfia di Bekasi Jawa Barat.

@ o oo
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5. Mendesak pemerintah dan DPR agar terus memperkuat peran masyarakat sipil dalam
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan hak beragama di Indonesia. Penguatan
tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan regulasi yang melindungi peran dan
keberadaan mereka sebagai pendamping masyarakat dan mitra pemerintah.

B. Kepada Aparat Kepolisian

6. Agar meningkatkan profesionalisme dan netralitas aparat kepolisian dalam menangani
pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi. Mendesak kepolisian untuk lebih tegas
dalam penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran apapun agama
dan keyakinannya. Kami juga mendesak kepolisian agar tidak lagi menggunakan alasan
demi menjaga ketertiban namun pada saat yang sama“mengorbankan”hak dan kebebasan
beragama kelompok minoritas.

C. Kepada Lembaga Yudikatif

7. Mendesak pengadilan dan Mahkamah Agung agar lebih serius menegakkan hukum,
melindungi kelompok minoritas. Kami juga mendesak agar institusi peradilan tidak lagi
tunduk kepada tekanan sebagian masyarakat yang selama ini cenderung menjadikan
minoritas dan pihak yang lemah yang justru dikriminalisasi. Sebagai penjaga kedaulatan
hukum, peradilan tidak boleh ragu dalam menerapkan hukum kepada siapapun apapun
agama dan keyakinannya.

D. Kepada Komnas HAM

8. Agar melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM dalam kasus
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dan diskriminasi di berbagai wilayah.
Kami mendesak Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikan tersebut kepada publik
sebagai konsekuensi atas hak untuk tahu bagi masyarakat.

9. Mendesak Komnas HAM meningkatkan pendidikan HAM bagi aparatur pemerintah baik
pusat maupun daerah.

E. Kepada Organisasi Keagamaan

10. Mendesak organisasi-organisasi keagamaan untuk terus meningkatkan sikap toleransi dan
penghormatan hak beragama kepada pengikutnya serta menghindarkan diri dari tindakan
persekusi kepada kelompok lain yang berbeda keyakinan, mencegah tindak kekerasan
kepada kelompok lain baik secara pisik maupun dalam bentuk penyebaran kebencian.

11. Agar para pemimpin organisasi keagamaan terus mendorong dialog-dialog yang produktif
membangun toleransi dan menghormati perbedaan.
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Jika Anda menemukan Harmoni antar Umat Beragama atau
Pelanggaran Kemerdekaan Beragama. SMS dan Lapor

%

0821 -2000 - 1900

Atau email ke:

info @pantaukbb.org

FORMAT

KBB#WAKTU KEJADIAN#LOKASI (Kelurahan/Desa, Kecamatan & Kota/Kabupaten)#Pihak2 yang
Terlibat dengan Deskripsi

CONTOH 1

KBB#31/12/14#Cisoko, Cisurai,Bogor#Jamaah saya dilarang mendirikan rumah ibadah
di Kota itu

CONTOH 2

KBB#31/12/14#Blimbing,Malang# Pemimpin Masjid Agung Jami Kota Malang meminta maaf
kepada pimpinan GPIB karena kegiatan salat Idul Adha di masjid itu menyebabkan Kebaktian
gereja tertunda
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DUKUNG KAMI
Anda bisa mendukung visi dan program-program WI melalui aksi:

« Informasikan kasus-kasus kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi berbasis agama, budaya dan
ras yang anda temui dan jumpai kepada kami

«  Membantu kami menyebarkan pesan damai dan toleransi ke kalangan terdekat

«  Membantu korban kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi dengan dukungan moral dan sosial

Bekerja Bersama Kami

«  Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan projek-projek the Wahid Institute

«  Diskusikan gagasan dan ide-ide anda bagaimana menyebarkan pesan-pesan toleransi dan
perdamaian

«  Kerjasama program dengan organisasi, komunitas, perusahaan anda atau membangun
program bersama

DONASI
Anda bisa berdonasi untuk berpartisipasi dalam

«  Dompet Gus Dur untuk Kemanusiaan demi membantu korban bencana alam

«  Beasiswa Riyanto demi membantu kami menambahkan satu atau lebih penerima manfaat
beasiswa

«  Pengembangan ekonomi akar rumput untuk membantu lebih banyak lagi kelompok-
kelompok masyarakat yang kuat dan sejahtera

«  Proyek dan program-program lain

Donasi dapat dikirim ke

Yayasan lembaga Abdurrahman Wahid
Bank Mandiri Cabang Bidakara
A/C:070.00.0468962.1
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